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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
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PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Rengat  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara

tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan

dalam perkara cerai talak, antara:

xx, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 26 Agustus 1978, agama Islam, pekerjaan

Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat

kediaman  di  xx,  Desa  Seberida,  Kecamatan  Batang  Gansal,

Kabupaten Indragiri Hulu sebagai  Pemohon;

melawan

xx,  tempat  dan  tanggal  lahir  Padang  Luar,  20  Maret  1994,  agama  Islam,

pekerjaan  Ibu  Rumah  Tangga,  Pendidikan  Sekolah  Lanjutan

Tingkat Pertama, tempat kediaman di  xx, Kecamatan Rambatan,

Kabupaten  Tanah  Datar,  Provinsi  Sumatera  Barat  sebagai

Termohon; 

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan keterangan Pemohon dan saksi-saksi  di  muka

sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 07

Agustus 2018 yang  telah  terdaftar  pada  hari  itu  juga  di  Kepaniteraan

Pengadilan  Agama  Rengat  dengan  register  Nomor  xxx/Pdt.G/2019/PA.Rgt,

tanggal 20 Februari 20xx  telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap

Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa  pada  tanggal  xx,  Pemohon  dengan  Termohon  melangsungkan

pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

(KUA)  Kecamatan  xx,  Kabupaten  Tanah  Datar,Provinsi  Sumatra  Barat
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sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xx, tertanggal xx

Maret 20xx; 

2. Bahwa  pada  waktu  akad  nikah,  Pemohon  berstatus  Jejaka,  sedangkan

Termohon berstatus Perawan; 

3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai

suami-istri  dengan  bertempat  kediaman  di  rumah  orang  tua  Termohon

selama 2 minggu dan pindah kerumah kontrakan di sorek selama 1 tahun

dan pindah kerumah kontrakan di seberida Hingga Pisah; 

4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan

hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan sudah dikaruniai 2

anak; 

a. xx,Umur 2 tahun; 

b. xx,Umur 6 bulan; Kedua anak tersebut diasuh oleh Termohon; 

5. Bahwa  rumah  tangga  Pemohon  dan  Termohon  pada  awalnya  rukun  dan

harmonis,  namun  semenjak  tahun  20xx  antara  Pemohon  dan  Termohon

mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan: 

a. Termohon egois dan tidak perhatian dan kasih sayang kepada Pemohon; 

b. Orang tuaTermohon ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon

dan Termohon; 

c. Termohon orangnya pendiam; 

d. Pemohon  dan  termohon  sudah  tidak  ada  lagi  keharmonisan  dalam

berumah tangga; 

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon

terjadi pada bulan Mei 20xx saat mana Pemohon dan Termohon bertengkar

dan Orang tua Termohon langsung membawak Pulang Termohon kerumah

sampai sekrang dan berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling

menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri; 

7. Pemohon dan Termohon saat berpisah tidak ada didamaikan oleh Keluarga; 

8. Bahwa  akibat  dari  prilaku  dan  perbuatanTermohon  tersebut,  Pemohon

merasa menderita baik lahir maupun bathin sehingga untuk membina rumah

tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah tidak mungkin lagi
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tercapai  sebagaimana tujuan perkawinan yang sebenarnya, dan Pemohon

telah berketetapan hati untuk  bercerai dengan Termohon;

Bahwa  berdasarkan  dalil-dalil  tersebut, Pemohon  memohon  kepada

Pengadilan Agama Rengat, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai

berikut: 

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 

2. Memberi  ijin  kepada  Pemohon  xx,  untuk  menjatuhkan  talak  satu  raj'i

terhadap Termohon xx, di depan sidang Pengadilan Agama Rengat; 

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai

aturan yang berlaku; 

SUBSIDAIR: 

Apa bila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya; 

     Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil

Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan secara resmi dan patut;

     Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir secara  in

person,  sedangkan  Termohon  tidak  pernah  hadir  dan  tidak  pula  mengutus

orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan relaas

panggilan  Nomor  xxx/Pdt.G/2019/PA.Rgt.  yang  dibacakan  di  persidangan

Termohon telah  dipanggil  secara  resmi  dan patut  dan tidak  ternyata  bahwa

ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan

undang-undang;

     Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka

atas perkara a quo tidak dilaksanakan Mediasi;

     Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berdamai dengan

Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

     Bahwa oleh karena menasehati Pemohon agar berdamai dengan 

Termohon tidak berhasil,  maka dibacakan surat permohonan Pemohon yang

dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa  untuk  memperkuat  dalil  permohonannya, Pemohon  telah

mengajukan bukti-bukti  surat berupa:
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A. Surat:

1. Fotokopi  Kartu Tanda Penduduk  atas nama Pemohon  (xx) Nomor  xx,

tanggal  26  Maret  20xx,  yang  dikeluarkan  oleh  Kepala  Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, fotokopi

tersebut  sudah  dinazegelen dan  dilegalisir  oleh  Panitera  Pengadilan

Agama  Rengat  serta  oleh  Ketua  Majelis   sudah  dicocokkan  dengan

aslinya ternyata sesuai, bukti P.1;

2. Fotokopi  Kutipan Akta Nikah Nomor  xx, tanggal  xx Maret  20xx,  yang

dikeluarkan  oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah  Kantor  Urusan  Agama

Kecamatan  xx,  Kabupaten  Tanah  Datar,  fotokopi  tersebut  sudah

dinazegelen dan  dilegalisir  oleh  Panitera  Pengadilan  Agama  Rengat

serta  oleh  Ketua  Majelis   sudah  dicocokkan  dengan  aslinya  ternyata

sesuai, bukti P.2;

B. Saksi:

1. xx, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di

xx,  Kecamatan  Seberida,  Kabupaten  Indragiri  Hulu,  dibawah

sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon  dan Termohon karena Saksi

adalah abang ipar Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri  sah menikah

pada  tahun  20xx,  tercatat  di  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan

Rambatan;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal berpindah-

pindah dan terakhir tinggal di  rumah kontrakan di Desa Seberida,

hingga pisah rumah;

- Bahwa Pemohon  dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;

- Bahwa Pemohon  dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, 

namun  semenjak tahun 20xx, antara Pemohon dengan Termohon

mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

- Bahwa  Pemohon  dan  Termohon  sering  bertengkar  disebabkan

Termohon  kurang  bertanggung  jawab  dalam  mengurus  urusan

sehari-hari dalam rumah tangga; 
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- Bahwa  saksi  tidak  pernah  melihat  Pemohon  dan  Termohon

bertengkar,  Saksi  mengetahui  pertengkaran  dari  pengaduan

Pemohon kepada Saksi;

- Bahwa sejak  setahun terakhir  ini  Pemohon  dan Termohon tidak

satu rumah lagi, hingga saat ini;

- Bahwa yang  meninggalkan  kediaman bersama adalah  Termohon,

karena dijeput oleh orang tua Termohon;

- Bahwa selama pisah rumah Pemohon dan Termohon, tidak pernah

berkomunikasi;

- Bahwa  Saksi  dan  keluarga  kedua  belah  pihak  telah berupaya

mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2.  xx, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tanggai, tempat

tinggal di  xx, Kecamatan  Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu,  dibawah

sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi

adalah kakak kandung Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri  sah menikah

pada  tahun  20xx,  tercatat  di  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan

Rambatan;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal berpindah-

pindah dan terakhir tinggal di  rumah kontrakan di Desa Seberida,

hingga pisah rumah;

- Bahwa Pemohon  dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;

- Bahwa  Pemohon   dan  Termohon  awalnya  rukun  dan  harmonis,

namun  semenjak tahun 20xx, antara Pemohon dengan Termohon

mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

- Bahwa  Pemohon  dan  Termohon  sering  bertengkar  disebabkan

Termohon  kurang  bertanggung  jawab  dalam  mengurus  urusan

sehari-hari dalam rumah tangga; 

- Bahwa  saksi  tidak  pernah  melihat  Pemohon  dan  Termohon

bertengkar,  Saksi  mengetahui  pertengkaran  dari  pengaduan

Pemohon kepada Saksi;
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- Bahwa sejak  setahun terakhir  ini  Pemohon  dan Termohon tidak

satu rumah lagi, hingga saat ini;

- Bahwa yang  meninggalkan  kediaman bersama adalah  Termohon,

karena dijeput oleh orang tua Termohon;

- Bahwa selama pisah rumah Pemohon dan Termohon, tidak pernah

berkomunikasi;

- Bahwa  Saksi  dan  keluarga  kedua  belah  pihak  telah berupaya

mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa  selanjutnya  Pemohon  telah  mengajukan

kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya

dan selanjutnya mohon putusan; 

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal

yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini  merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  permohonan  Pemohon  adalah

sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak yang diajukan

oleh  Pemohon  ke  Pengadilan  Agama  Rengat  dengan  mendalilkan  bahwa

Pemohon dan Termohon beragama Islam dan saat ini Pemohon dan Termohon

berkediaman  di  Kabupaten  Indragiri  Hulu,  sesuai  dengan  bukti  P.1,  yang

merupakan  wilayah  hukum  Pengadilan  Agama  Rengat,  maka  berdasarkan

ketentuan dalam Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Jo. Pasal 66 ayat 1 dan 2 Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang

telah  diubah dengan Undang-Undang Nomor  3 Tahun 2006 dan perubahan

kedua  dengan  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009,  permohonan  yang

diajukan  oleh  Pemohon ke  Pengadilan  Agama Rengat  sudah  benar  karena

Pengadilan  Agama  Rengat  berwenang  baik  secara  relatif  maupun  secara

absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang,  bahwa  Pemohon  mengajukan  permohonan  cerai  talak

dengan mendalilkan bahwa ia adalah suami sah Termohon, maka berdasarkan

ketentuan  dalam  Pasal  66  ayat  1  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989
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Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

nomor 50 Tahun 2009, Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan

permohonan dalam perkara a quo;

Menimbang,  bahwa  untuk  kepentingan  pemeriksaan  perkara  a  quo,

Pemohon  dan  Termohon  telah  dipanggil  untuk  menghadap  ke  persidangan,

maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1989  Tentang  Peradilan  Agama  sebagaimana  yang  telah  diubah  dengan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9

Tahun  1975,  pemanggilan  terhadap  Pemohon  dan  Termohon  telah

dilaksanakan secara resmi dan patut. Terhadap panggilan tersebut, Pemohon

telah datang menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak

datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk

menghadap  sebagai  wakil/  kuasanya  dan  tidak  ternyata,  bahwa  tidak

datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 149 ayat 1 R.Bg

dan 150 R.Bg, oleh karena Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan

patut  akan  tetapi  tidak  datang  menghadap  sidang,  maka  Termohon  harus

dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat diperiksa dan putusan

dapat  dijatuhkan  tanpa  hadirnya  Termohon  sepanjang  beralasan  hukum

(verstek);

Menimbang,  bahwa upaya  damai  sebagaimana  diatur  dalam Pasal  82

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana

yang  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  dan

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan upaya

mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1

Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan

karena Termohon tidak pernah datang menghadap di muka sidang, namun di

persidangan Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Pemohon agar

tetap berusaha mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon, akan

tetapi tidak berhasil;
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Menimbang,  bahwa  yang  menjadi  pokok  perkara  ini  adalah  Pemohon

mengajukan  permohonan  agar  diizinkan  untuk  menjatuhkan  talak  terhadap

Termohon dengan alasan bahwa antara  Pemohon dengan Termohon sering

terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  ketentuan  dalam  Pasal  283  RBg  Jo.

Pasal  1865  KUHPerdata,  Pemohon  wajib  untuk  membuktikan  dalil-dalil

permohonannya;

Menimbang,  bahwa  untuk  membuktikan  dalil-dalil  permohonannya,

Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P.2 dan dua

orang saksi;

Menimbang,  bahwa  bukti  P.2  (Fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah),  isi  bukti

tersebut  menjelaskan  mengenai  hubungan  hukum antara  Pemohon  dengan

Termohon  sebagai  pasangan  suami  isteri  yang  sah,  maka  berdasarkan

ketentuan dalam Pasal 285 R.Bg  Jo.  Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam,

bukti  P.2 tersebut  merupakan akta otentik dan telah dilakukan permeteraian

sebagaimana maksud dalam Undang-undang tentang Bea Meterai serta telah

cocok dengan aslinya, sehingga bukti  tersebut telah memenuhi syarat formiil

dan  materiil  serta  mempunyai  kekuatan  pembuktian  yang  sempurna  dan

mengikat;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  ketentuan  dalam Pasal  171  dan  175

R.Bg Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dua orang saksi Pemohon tersebut

bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara ini, keduanya

merupakan orang-orang yang dekat dengan Pemohon, serta keduanya sudah

dewasa dan telah disumpah serta telah diperiksa satu persatu di persidangan,

sehingga telah memenuhi syarat formiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 308 dan Pasal 

309 R.Bg, keterangan kedua saksi Pemohon tentang pertengkaran yang terjadi

antara  Pemohon  dengan  Termohon  tahun  20xx,  yang  disebabkan  karena

Termohon kurang bertanggung jawab dalam mengurus rumah tangga kemudian

sejak  setahun  terakhir  ini  Pemohon  dengan  Termohon  telah  pisah  rumah

karena Termohon dijeput oleh orang tua Termohon dan  pihak keluarga sudah

berusaha  untuk  mendamaikan  Pemohon  dengan  Termohon,  namun  tidak
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berhasil adalah berasal dari penglihatan dan pendengaran serta pengalaman

sendiri, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi

syarat materiil; 

Menimbang, bahwa karena kedua orang saksi tersebut telah memenuhi

syarat formiil dan materiil dan keterangan keduanya relevan dengan dalil-dalil

permohonan  Pemohon,  sehingga  keterangan  kedua  orang  saksi  tersebut

memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan,

terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon  telah menikah dengan Termohon pada tanggal  xx Maret

20xx dan belum pernah bercerai;

- Bahwa  sejak  tahun  20xx antara  Pemohon  dan  Termohon  sering  terjadi

pertengkaran, karena Termohon kurang bertanggung jawab mengurus rumah

tangga dan sejak setahun terakhir hingga saat ini Pemohon dan Termohon

telah pisah rumah;

- Bahwa  pihak  keluarga  sudah  berusaha  untuk  mendamaikan  Pemohon

dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  tersebut  di  atas  dapat

disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;

- Bahwa  rumah  tangga  Pemohon  dan  Termohon  sudah  pecah  karena

terjadinya  perselisihan  dan  pertengkaran  antara  Pemohon  dengan

Termohon;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk hidup

rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum 

Islam yang terkandung dalam:

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum

Islam yang terkandung dalam:

1. Al-quran surat Ar-Rum ayat  21 :

هََََا وجََعََََلَٓ ءَايتَٰهِِنومَِ َ كنُوُآْ إلِ َ ََا لتّ ُ أوَجََٰٗ ك َ خَلََََقَ لكَمُ مّ أنَفُسَََِ ي أ سَََ ز م ن ن

َٰ لقَّ يتَفَكَرُّونَ  مَ إنِّ فيِ ذلَٰكَِ لَيٓ نكَمُ مّودَةّٗ ورََ َ ومب ت حةً ي
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Artinya:  Dan  di  antara  tanda-tanda  kekuasaan-Nya  ialah  Dia  menciptakan

untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan

merasa  tenteram  kepadanya,  dan  dijadikan-Nya  diantaramu  rasa

kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar

terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

2. Al-quran surat Al-Baqarah ayat 227 :

ٱٱ ٱ     سَمِيعٌ  للهَّ فإَنِّ لطلّقََٰ اااااااااااااوإَنِعْزََمُوا ا
علَيِمٌ

Artinya;  Dan  jika  mereka  berazam  (bertetap  hati  untuk)  talak,  maka

sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  hukum  tersebut  di  atas,  patut

diyakini telah sirna kehangatan dan kemesraan antara Pemohon dan Termohon

berpasangan  sebagai  suami  isteri  serta  telah  sulit  memperoleh  suasana

sakinah mawaddah warahmah  sebagai tujuan pernikahan sebagaimana yang

digambarkan dalam Surat  Ar-Rum ayat 21 di  atas, sehingga dengan kondisi

rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian, terbukalah pintu darurat

(emergensi exit) untuk bercerai, semata-mata untuk mengeluarkan kedua belah

pihak  (suami  isteri)  tersebut  dari  kesulitan  dan  penderitaan  batin  yang

berkepanjangan,  sehingga  dengan  demikian,  keinginan  Pemohon  untuk

menjatuhkan talak terhadap Termohon telah sejalan dengan maksud ayat di

atas;

Menimbang, bahwa fakta hukum diatas telah memenuhi ketentuan dalam

Pasal  19  huruf  (f)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  Tentang

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan  Jo.

Pasal  116 huruf (f)  Kompilasi  Hukum Islam, dimana alasan perceraian yang

didalilkan oleh Pemohon telah terbukti dan alasan tersebut adalah alasan yang

dibenarkan, sehingga permohonan Pemohon telah beralasan hukum; 

Menimbang, bahwa fakta hukum di atas telah memenuhi ketentuan dalam

Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,

dimana fakta hukum di atas telah menunjukkan kondisi rumah tangga Pemohon

dengan Termohon yang sudah pecah dan sudah tidak ada harapan untuk rukun

kembali, sehingga telah cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan petitum
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permohonan Pemohon tentang izin untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap

Termohon;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  ketentuan  dalam  Pasal  89  ayat  1

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana

yang  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  dan

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena

perkara  a quo termasuk bidang perkawinan, maka yang timbul  dalam biaya

perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat  semua  pasal  dalam  peraturan  perundang-undangan  dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan  Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

3. Memberi  izin  kepada  Pemohon  (xx)  untuk  menjatuhkan  talak  satu  raj'i

terhadap Termohon (xx) di depan sidang Pengadilan Agama Rengat;

2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp781.000,00 (tujuh ratus delapan puluh satu rupiah);

Demikian diputuskan di Rengat pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019

Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1440 Hijriah, dalam sidang

permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Rengat yang terdiri  dari.

Dra. Hj. Rosnah Zaleha sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nur Al Jumat, SH,MH

dan  Mhd.  Taufik,  SH.I.,  masing-masing  sebagai  Hakim  Anggota,  putusan

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh

Misbar,  S.Ag.,  sebagai  Panitera  Pengganti,  dihadiri  oleh  Pemohon,  tanpa

hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

        dto.

           
          Ketua Majelis

                 dto.
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Drs. H. Nur Al Jumat, SH,MH Dra. Hj. Rosnah Zaleha

  

Hakim Anggota

       dto.

Mhd. Taufik, SH.I

Panitera Pengganti

                    dto.

               Misbar, S.Ag

Perincian biaya:

1.  Biaya Pendaftaran             Rp30.000,00

2.  Biaya Proses             Rp50.000,00

3.  Biaya Panggilan             Rp685.000,00

4.  Biaya Redaksi                      Rp10.000,00

5.  Biaya Meterai             Rp6.000,00     

      Jumlah             Rp781.000,00     

     (tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama dengan aslinya
Rengat,     Mei  2019

Panitera

LUKMAN, S.Ag., MH.

Halaman  12 dari 12 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.Rgt

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12


